Pelayanan Publik di Era Otonomi Desa Antara  Harapan dan Kenyataan (Sebuah Tinjauan Kritis) by Yuniningsih, Tri & Suwitri, Sri
  
JPALG Vol 3 (2) (2019): hlm 143-155 
J P A L G 
Journal of Public Administration and Local Governance 
http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadmini 
  
Pelayanan Publik di Era Otonomi Desa Antara  
Harapan dan Kenyataan (Sebuah Tinjauan Kritis) 
 
Tri Yuniningsih1, Sri Suwitri2 
 
1,2Departemen Administrasi Publik, FISIP, UNDIP 
 
Received: 28 Maret 2019. ; Accepted: 17 April 2019.; Published: 28 Oktober 2019 
Abstrak
 
Pelayanan publik di era otonomi desa sekarang ini menjadi topik menarik untuk 
dibahas,apalagi dengan banyaknya permasalahan yang muncul di lapangan . Tulisan ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hamonisasi Undang-Undang tentang 
Pemerintahan Daerah khususnya dalam kaitannya dengan kewenangan desa, 
menggambarkan bagaimana otonomi desa dalam kaitannya dengan kewenangan yang ada 
di atasnya, Jenis-jenis pelayanan administrasi desa, dan kelemahan-kelemahan yang ada 
dalam pelayanankepada masyarakat desa. Dari hasil penelitian terdahulu ,Rizka (2018) 
dapat disimpulkan bahwa pelayanan di desa memang ada bermacam-macan tetapi di 
lokasi penelitian khususnya masalah pengaduan dapat dikatakan belum baik.Kemudian 
dari penelitian yang dilakukan Nurul 2018 diketahui bahwa masalah penelitian di desa 
yang seharusnya dapat memuaskan masyarakat ternate masih ditemukannya ketidak 
ramahan,kurang perhatian dan petugas seenaknya sendiri. Kepada Pemerintah Pusat dan 
Daerah adalah dalam rangka mengharmoniskan komunikasi antar instansi perlunya 
ditingkatkan koordinasi dan menjalin kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam pelayanan 
administrasi desa. Kemudian untuk Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kualitas 
SDM perlunya diberikan pelatihan /workshop yang sifatnya baru atau penyegaran kepada 
perangkat desa khususnya mengenai pelayanan publik, merespon setiap keluhan/aduan 
yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dan melakukan 
pendekatan secara persuasif kepada masyarakat. 
 
Kata Kunci : otonomi; desa; pelayanan publik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2019 Public Administration Programme, Universitas Tidar. All rights reserved 
 Corresponding author :  
Address: Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang                                                       
E-mail: triyuniningsih67@yahoo.com                                       
       P-ISSN: 2614-4433 
 E-ISSN: 2614-4441                                
 
 
 
  
 
 
Tri Yuniningsih, Sri Suwitri 
Pelayanan Publik di Era Otonomi Desa Antara Harapan dan Kenyataan (Sebuah Tinjauan Kritis) 
 
PENDAHULUAN 
Pelayanan publik yang memuaskan 
sekarang ini menjadi sebuah tuntuan yang 
harus dipenuhi oleh  pihak  yang memberi 
pelayanan khususnya pemerintah.Berkaitan 
dengan pelayanan publik di desa selama ini 
masih da yang pro dan kontra, hal ini 
dikarenakan masih adanya pandangan yang 
beranggapan bahwa di desa tidak ada fungsi 
pelayanan karena hanya menjalankan 
tugas.Di sisi lain fungsi pelayanan di desa 
memang ada dan selama ini masih dirasakan 
kurang  baik oleh masyarakat. 
Undang Undang Nomor 6/2014 
tentang Desa menyebutkan bahwa salah 
satu tujuan dari pengaturan tentang desa 
adalah untuk meningkatkan pelayanan 
publik bagi masyarakat desa. Kemudian 
dalam Permendes, Pembangungan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi No.1 Tahun 
2015 secara rinci menyebutkan bahwa 
kewenangan lokal berskala desa di bidang 
pelayanan  dasar misalnya : 
“....Pengembangan Pos kesehatan Desa dan 
polindes, (b) Pengembangan tenaga 
kesehatan Desa, (c) Pengelolaan dan 
pengembangan Posyandu melalui, (d) 
pembinaan dan pengawasan upaya 
kesehatan tradisional, (e) pembinaan dan 
pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD)....”. Sedangkan untuk pelayanan 
administrasi kewarganegaraan seperti 
pengantar akte kelahiran, KTP, KK, Akta 
kematian, pembuatan akta jual beli tanah, 
maupun administrasi usaha tidak begitu jelas 
di atur. Terlepas dari itu semua  sebenarnya 
adanya  inovasi  terhadap perbaikan 
pelayanan publik kesehatan desa 
memberikan kontribusi pada pencapaian 
derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan 
administrasi desapun sekarang memberikan 
kontribusi pada pelayanan administrasi 
kependudukan nasional. Namun kondisi yang 
beragam ditemui di lapangan yaitu ada yang 
pelayanannya sudah baik tetapi ada juga 
yang masih memprihatinkan, melihat kondisi 
yang demikian menggelitik penulis untuk 
mengangkat topik dan menelaah secara teoritis 
tentang pelayanan desa di era otonomi desa. 
Dari banyak referensi yang digunakan , 
berkaitan dengan beberapa pelayanan yang 
selama ini telah dilaksanakan masih menemui 
kendala atau permasalahan, yaitu dilihat dari 
indikasi pelayanan administrasinya dan 
kapasitas pemerintah desa yang kurang 
optimal.Seperti hasil penelitian Rizka (2018) 
diketahui bahwa pelayanan pengaduan di desa 
Wonolopo Kabupaten Ungaran  masih kurang 
baik.Didukung penelitian Nurul Aqidah (2018) 
yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 
perangkat desa yang relatif masih rendah dan 
pelayanan administrasi yang tidak tuntas. 
Perangkat Desa sebagai aparatur pemerintah 
desa mempunyai tugas pokok yang antara lain 
tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan serta 
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat 
atau disebut juga pelayanan publik. Selain itu 
juga ditemukan akuntabilitas finansial dalam 
pengelolaan dana desa di Desa Tumapel tahun 
2017 telah terwujud. Hal tesebut karena 
laporan realisasi penggunaan dana desa sudah 
melalui mekanisme sesuai ketentuan, dimana 
hal ini merupakan salah satu tuntutan 
masyarakat yang harus dipenuhi oleh 
pemerintah desa dan merupakan bentuk 
pertanggungjawaban kepada pemerintah di 
atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.   
Pelayanan publik dapat dinyatakan 
sebagai segala bentuk pelayanan sektor publik 
yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam 
bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sejak terjadi gerakan reformasi Tahun 1998, 
paradigma yang berkembang dalam administrasi 
publik adalah tuntutan pelayanan publik yang 
lebih baik dari sebelumnya. Tuntutan akan 
pelayanan yang baik dan memuaskan kepada 
publik menjadi suatu kebutuhan yang harus 
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dipenuhi oleh instansi pemerintah 
penyelenggara pelayanan publik. Tuntutan 
tersebut muncul seiring dengan 
berkembangnya era reformasi dan otonomi 
daerah. Yang masih menjadi masalah hingga 
saat ini karena pelayanan yang diberikan oleh 
aparatur seringkali dianggap belum baik dan 
belum memuaskan. Kesadaran perlunya 
pelayanan publik yang baik dan memuaskan 
sebenarnya telah tumbuh dari diri 
pemerintah sebelum era reformasi, namun 
belum diikuti dengan pelaksanaan oleh 
instansi penyelenggara pelayanan publik 
seperti yang diharapkan. Pemerintah Desa 
merupakan salah satu pihak yang 
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 
pemberian pelayanan publik. Baik atau buruk 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 
akan tergantung pada kualitas dan 
kuantitasnya, efektivitas dan efesiensinya. 
Masyarakat sebagai pihak yang dilayani akan 
menerima pelayanan itu dalam berbagai 
persepsi dan kategori yang kontinumnya 
sangat tidak memusaskan/sangat tidak 
efektif/efisien, hingga yang terbaik 
pelayanannya yang dikategorikan pelayanan 
publik yang prima. Pentingnya sikap aparatur 
pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan 
sasaran organisasi pemerintah tidak terlepas 
dari sikap dalam jiwa manusia yang sangat 
kuat mempengaruhi segala keputusan yang 
diambilnya. Aparatur pemerintah\ desa 
sebagai figur utama dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa karena dituntut memiliki 
kemampuan, kredibilitas dan akuntabilitas 
dan kinerja aparatur pemerintah 
desa. Pemerintah desa yang terdiri dari 
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat 
desa lainnya sebagai komunikator juga 
merupakan komponen sumber daya manusia 
sehingga perlu ditingkatkan baik kemampuan 
profesional maupun pengisian formasi, sesuai 
tuntutan organisasi dan beban kerja yang 
dihadapi. Mengingat masih ditemukannya 
fenomena di lapangan bahwa (1) Kurang 
ramahnya perangkat desa dalam memberikan 
pelayanan. Misalnya: tidak adanya sapaan atau 
senyuman dari perangkat desa kepada 
masyarakat yang datang ke kantor desa, (2) 
Kurang responnya perangkat desa terhadap 
keluhan masyarakat atas pelayanan yang 
diberikan perangkat desa. Misalnya: ketika 
terjadi kesalahan tulis nama atau identitas 
penduduk dalam pembuatan kartu keluarga 
misalnya, perangkat desa terkesan acuh dan 
sering menyalahkan masyarakat bahkan ada 
yang dipungut biaya kembali, dan (3) Perilaku 
sebagian perangkat desa yang kurang sopan 
terhadap masyarakat dalam memberikan 
pelayanan. Misalnya: perangkat desa seringkali 
bersikap kasar dalam ucapan dan raut muka 
yang kurang ramah dalam menerima kunjungan 
masyarakat. Melihat fenomena di atas maka hal 
ini tentunya sangat tidak relevan dengan 
tuntutan akan adanya pelayan publik yang 
memuaskan. Sebagaimana disampaikan H.A.S 
Moenir, berpendapat bahwa pelayanan adalah 
proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas 
orang lain yang langsung untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya, maka manusia berusaha 
baik melalui orang lain maupun aktivitas sendiri. 
Kemudian menurut Soetopo, mendefinisikan 
pelayanan sebagai suatu usaha untuk 
membantu menyampaikan (mengurus) apa 
yang diperlukan orang lain (Hugi Lokon, 2012). 
Dengan melihat banyaknya fenomena terkait 
pelayanan publik di desa mendorong telaah 
kritis ini dilakukan dengan harapan dapat 
memberikan kontribusi  pemikiran kepada 
semua pihak yang berkepentingan dalam 
membuat keputusan atau mencari solusi 
terhadap permasalahan yang sama atau relative 
sama. Adapun tujuan penulisan ini adalah : 
untuk mendeskripsikan bagaimana hamonisasi 
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 
khususnya dalam kaitannya dengan 
kewenangan desa, menggambarkan bagaimana 
otonomi desa dalam kaitannya dengan 
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kewenangan yang ada di atasnya, Jenis-jenis 
pelayanan administrasi desa, dan kelemahan-
kelemahan yang ada dalam pelayanan 
kepada masyarakat desa. Berdasar latar 
belakang permasalahan di atas maka penulis 
tertarik melakukan telaah kritis dengan judul 
“Pelayanan Publik di Era Otonomi Desa 
antara Harapan dan Kenyataan”.  
 
PEMBAHASAN 
Pengertian Desa 
Menurut Permen No.113 tahun 2014 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang 
disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Desa dalam pengertian 
umum adalah sebagai suatu gejala yang 
bersifat universal, terdapat dimana pun di 
dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, 
yang terikat pada lokalitas tertentu baik 
sebagai tempat tinggal (secara menetap) 
maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, 
dan terutama yang tergantung pada sektor 
pertanian. Selanjutnya menurut Permen no 
113 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Pemerintah Desa 
adalah kepala desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
desa (Edi Indrizal, 2006). Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, desa adalah 
kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah 
keluarga yang mempunyai sistem 
pemerintahan sendiri (dikepalai oleh 
seorang Kepala Desa) atau desa merupakan 
kelompok rumah di luar kota yang merupakan 
kesatuan. (V. Wiratna Sujarweni, Halaman: 1-
2) 
Pengertian desa menurut Undang-
Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 
pada Bab I pasal 1 menyatakan bahwa: “ Desa 
adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia “. Jadi sudah jelas 
pengertian dari desa berdasarkan penjabaran 
di atas. Dimana Pemerintah Desa adalah 
Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.  Di 
Indonesia sendiri penyebutan istilah desa tidak 
berlaku di seluruh wilayah, di Sumatera Barat 
misalnya, menyebut desa dengan istilah 
nagari, di Aceh menyebut dengan istilah 
gampong, di Papua dan Kutai Barat, 
Kalimantan Timur menyebut desa dengan 
istilah kampung. Pun demikian dengan segala 
istilah dan institusi di desa, penyebutannya 
juga berlainan sesuai dengan karakteristik adat 
istiadat desa tersebut. Hal ini tidak lain 
merupakan salah satu pengakuan dan 
penghormatan Pemerintah terhadap asal usul 
dan adat istiadat setempat. Sebagai tambahan 
referensi, sebelum UU No. 6 Tahun 2014 
disahkan, pengertian desa juga lain, 
contohnya: Menurut UU No. 22 tahun 1999 
yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam 
sistem pemerintahan Nasional dan berada di 
daerah Kabupaten. 
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Menurut UU No. 5 tahun 1979, Desa 
adalah suatu wilayah yang ditempati oleh 
sejumlah penduduk sebagai kesatuan 
masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai 
organisasi pemerintahan terendah langsung 
di bawah Camat dan berhak 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Sedangkan menurut Paul H 
Landis, Desa adalah suatu wilayah yang 
jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa 
dengan cirri-ciri sebagai berikut: 
1. Mempunyai pergaulan hidup yang 
saling kenal mengenal antra ribuan jiwa 
2. Ada pertalian perasaan yang sama 
tentang kesukuaan terhadap kebiasaan 
3. Cara berusaha (ekonomi) aalah agraris 
yang paling umum yang sangat 
dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, 
keadaan alam, kekayaan alam, 
sedangkan pekerjaan yang bukan 
agraris adalah bersifat sambilan. 
Lain lagi dengan R. Bintarto, menurut 
beliau, Desa adalah perwujudan geografis 
yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 
fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural 
setempat dalam hubungan dan pengaruh 
timbal balik dengan daerah lain. Dari 
beberapa pengertian tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa  desa diberikan 
keleluasaan untuk berkreasi dan kreatif serta 
melakukan terobosan inovasi dalam rangka 
mengatur dan menyelenggarakan urusan 
rumah tangganya sendiri yang sesuai 
dengan adat istiadat, kebutuhan, dan 
aspirasi warganya.Dengan kata lain secara 
implisit undang-undang tersebut 
memberikan hak otonomi kepada desa, 
dengan landasan pemikiran dalam 
pengaturan mengenai desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 
demokratisasi dan pemberdayaan 
masyarakat.  
Otonomi Desa 
Otonomi desa secara historis terbentuk 
dengan sendirinya dan telah mempunyai suatu 
otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya berdasarkan hukum adat. Namun 
dalam perkembangannya, untuk lebih memacu 
pembangunan pedesaan dan penyeragaman 
sistem pemerintahan desa di seluruh Tanah 
Air, maka pemerintah melakukan usaha-usaha 
penyesuaian seperti dikeluarkannya undang-
undang dan peraturan-peraturan mengenai 
desa. Menurut Widjaja (2003:165), otonomi 
desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan 
utuh serta bukan merupakan pemberian dari 
pemerintah. Sebaliknya pemerintah 
berkewajiban menghormati otonomi asli yang 
dimiliki oleh desa tersebut. Sedangkan 
menurut Jualiantara (2003:116), otonomi desa 
bukanlah sebuah kedaulatan, melainkan 
pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan 
rumah tangganya sendiri dengan dasar 
prakarsa dari masyarakat.  Otonomi dengan 
sendirinya dapat menutup pintu intervensi 
institusi di atasnya. Sebaliknya, tidak 
dibenarkan proses intervensi yang serba 
dipaksa, mendadak dan tidak melihat realitas 
komunitas. Dari pendapat tersebut jelaslah 
bahwa otonomi desa yang didasari prakarsa 
masyarakat haruslah juga memperhatikan 
kewenangan yang dimiliki institusi yang ada di 
atasnya dalam hal ini adalah kabupaten. 
Demikian sebaliknya Pemerintah Kabupaten 
juga tidak boleh melakukan intervensi terhadap 
desa tanpa memperhatikan realitas yang ada 
didesa tersebut. Selanjutnya menurut Fakrullah 
(2004:77) otonomi masyarakat desa 
dipengaruhi kemampuan: Pemerintah Desa, 
Badan Permusyawaratan Desa atau yang 
disebut dengan nama lain, Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), usaha 
masyarakat itu sendiri, dan kemampuan 
keuangan desa.  Selanjutnya dalam 
pelaksanaan otonomi desa menurut Bambang 
Trisantono Soemantri (2010:7), tidak terlepas 
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dari adanya pemerintah desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD).Pemerintah 
desa ini terdiri dari Kepala Desa/Kepala 
Kampung dan perangkat desa, sedangkan 
perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa 
dan perangkat lainnya, yaitu: sekretariat 
desa, pelaksana teknis lapangan atau unsur 
kewilayahan, yang jumlah disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kondisi sosial 
budaya setempat.Dari beberapa uraian dan 
pendapat menurut para ahli yang telah 
dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 
otonomi desa adalah kewenangan yang 
diberikan kepada desa secara luas untuk 
dapat mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. (tribunnews.com/2016 
/12/20). 
 
Pelayanan Publik 
Pelayanan publik merupakan salah 
satu tugas penting yang tidak dapat 
diabaikan oleh pemerintah daerah sebab 
jika komponen pelayanan terjadi stagnasi 
maka hampir dipastikan semua sektor akan 
berdampak kemacetan oleh sebab ituperlu 
ada perencanaan yang baikdan bahkan 
perlu diformulasikan standarpelayanan pada 
masyarakat sesuai dengan kewenangan 
yang diberikan oleh pemerintah pusat pada 
pemerintah daerah. Peningkatan kualitas 
pelayanan adalah salah satu isu yang 
sangat krusial dimana hal ini terjadi karena 
disuatu sisi tuntutan masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan dari tahun ketahun 
semakin besar. Sementara itu praktek 
penyelenggaraan pelayanan tidak 
mengalami perubahan yang berarti. 
Masyarakat yang setiap waktu menuntut 
pelayanan publik yang berkualitas dari 
birokrat, meskipun tuntutan tersebut 
seringkali tidak sesuai dengan harapan 
karna secara empiris pelayanan publik yang 
terjadi selama ini masih cenderung lambat, 
mahal, berbelit-belit dan melelahkan. Oleh 
karna itu pada dasarnya dibutuhkan 
reformasi pelayanan pubik. Jika dilihat 
pelayanan yang positif dan berkualitas, secara 
empirik pada satu sisi akan menciptakan 
kepuasan, kebahagian dan kesejahteraan 
masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat 
mewujudkan tujuan pembangunan 
masyarakat. 
Pelayanan dalam kamus bahasa 
Indonesia (2008:571) berasal dari kata layan 
yang berarti membantu (mengurus) apa-apa 
yang diperlukan seseorang, Sedangkan kata 
pelayanan mempunyai arti perihal atau 
melayani. Jadi pelayanan disini adalah 
rangkaian organisasi yang berstruktur. 
Pelayanan yang diberikan tanpa memandang 
status, pangkat, dan golongan dari suatu 
masyarakat. Pada saat yang sama masyarakat 
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 
pelayanan tersebut dengan landasan yang 
bersifat umum dalam bentuk pedoman tata 
laksana pelayanan umum. 
Pemberian pelayanan yang baik kepada 
masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif 
terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, 
dimana paradigma pelayanan masyarakat yang 
telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan 
yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang 
lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang 
berorientasi kepuasan masyarakat sebagai 
berikut:  
1. Lebih memfokuskan diri pada fungsi 
pengaturan melalui kebijakan yang 
memfasilitasi berkembangnya kondisi 
kondusif bagi pelayanan masyarakat.  
2. Lebih memfokuskan diri pada 
pemberdayaan aparat desa dan 
masyarakat sehingga masyarakat juga 
mempunyai rasa memiliki yang tinggi 
terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang 
telah dibangun bersama.  
3. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal 
penyediaan pelayanan tertentu sehingga 
masyarakat memperoleh pelayanan yang 
berkualitas.  
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4. Terfokus pada pencapaian visi, misi, 
tujuan dan sasaran yang berorientasi 
pada hasil, sesuai dengan masukan 
atau aspirasi yang diharapkan 
masyarakat.  
5. Lebih mengutamakan pelayanan apa 
yang diinginkan oleh masyarakat.  
6. Memberi akses kepada masyarakat dan 
responsif terhadap pendapat dari 
masyarakat tentang pelayanan yang 
diterimanya.  
Namun dilain pihak, pelayanan yang 
diberikan oleh aparatur pemerintahan 
kepada masyarakat diharapkan juga 
memiliki:  
1. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam 
penyelenggaraannya.  
2. Memiliki perencanaan dalam 
pengambilan keputusan.  
3. Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan 
bermasyarakat.  
4. Dituntut untuk akuntabel dan 
transparan kepada masyarakat.  
5. Memiliki standarisasi pelayanan yang 
baik pada masyarakat.  
Inti dari Undang-Undang dan Peraturan 
Pemerintah di atas adalah penyelenggaraan 
pemerintahan lokal yang menekankan pada 
prinsip demokrasi dan peran serta 
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta 
memperhatikan potensi dan 
keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh 
daerah. Perencanaan pembangunan di 
daerah tidak dapat dipisahkan dari 
penyelenggaraan pemerintah desa yang 
merupakan unit terdepan dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dan menjadi 
tonggak strategis dalam pembangunan 
desa.  Secara umum kita telah mengetahui 
masalah yang dihadapi di desa baik yang 
bersumber secara internal maupun yang 
eksternal, seperti semakin pesatnya kegiatan 
pembangunan yang hasil-hasilnya telah kita 
rasakan saat ini.  
Pelayanan Administrasi Desa 
Pelayanan administrasi Kepada 
Masyarakat desa selama ini berkaitan dengan: 
Pengurusan Kartu Keluarga (KK), pengurusan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengurusan 
Surat Keterangan Pindah, registrasi Surat 
Keterangan Kurang Mampu, pengurusan 
Pengantar Akta Kelahiran, Surat Keterangan 
Kelakuan Baik, Administrasi Pertanahan 
(registrasi surat keterangan riwayat pemilikan 
tanah bagi tanah bekas garapan hutan, 
registrasi surat keterangan riwayat pemilikan 
tanah bagi tanah warisan, registrasi surat 
keterangan riwayat pemilikan tanah bagi tanah 
hibah atau pemberian, registrasi surat 
pernyataan ganti rugi bagi tanah yang telah 
memiliki SKRPT atau SKT. 
Kelemahan Dalam Pelayanan 
Selain itu pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah desa selama ini masih memiliki 
beberapa kelemahan:  
a. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada 
hampir semua tingkatan unsur 
pelayanan, mulai pada tingkatan petugas 
pelayanan sampai dengan tingkatan 
penanggungjawab instansi. Respon 
terhadap berbagai keluhan, aspirasi, 
maupun harapan masyarakat seringkali 
lambat atau bahkan diabaikan sama 
sekali.  
b. Kurang informatif. Berbagai informasi 
yang seharusnya disampaikan kepada 
masyarakat, lambat atau bahkan tidak 
sampai kepada masyarakat.  
c. Kurang accessible. Berbagai unit 
pelaksana pelayanan terletak jauh dari 
jangkauan masyarakat, sehingga 
menyulitkan bagi mereka yang 
memerlukan pelayanan tersebut.  
d. Kurang koordinasi. Berbagai unit 
pelayanan yang terkait satu dengan 
lainnya kurang berkoordinasi. Akibatnya, 
terjadi tumpang tindih kebijakan antara 
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satu instansi pelayanan dengan 
instansi pelayanan lain yang terkait.  
e. Birokratis. Pelayanan (khususnya 
pelayanan perijinan) pada umumnya 
dilakukan dengan melalui proses yang 
terdiri dari berbagai level, sehingga 
menyebabkan penyelesaian pelayanan 
yang terlalu lama.  
f. Kurang mau mendengar 
keluhan/saran/aspirasi masyarakat. 
Pada umumnya aparat pelayanan 
kurang memiliki kemauan untuk 
mendengar keluhan/saran/aspirasi 
dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan 
dilaksanakan dengan apa adanya, 
tanpa ada perbaikan dari waktu ke 
waktu. 
g. Inefisien. Berbagai persyaratan yang 
diperlukan (khususnya dalam 
pelayanan perijinan) seringkali tidak 
relevan dengan pelayanan yang 
diberikan Sehubungan dengan itu, 
maka desa dan perangkatnya serta 
pimpinan lembaga yang ada di desa 
harus mampu menyusun rancangan 
pembangunan daerahnya yang sesuai 
dengan apa yang diharapkan dan 
yang menjadi kebutuhan bagi 
masyarakat.  
 
Permasalahan Pelayanan di Desa 
Pembangunan antar desa di Indonesia 
belum merata. Terbukti masih adanya desa 
dalam status desa tertinggal, desa yang 
sedang berkembang, sampai dengan desa 
mandiri. Gradasi klasifikasi desa tersebut 
sangat terlihat. Beberapa hal yang 
mendasarinya adalah karena masih adanya 
beberapa isu strategis dalam pembangunan 
desa. Isu strategis tersebut berkontribusi 
besar terhadap permasalahan pelayanan di 
desa diantaranya: 
1. Masih tingginya keterisolasian daerah 
perdesaan; 
2. Keterbatasan ketersediaan pelayanan 
umum dan pelayanan dasar minimum di 
perdesaan; 
3. Masih rendahnya ketersediaan 
infrastruktur pendukung produktivitas 
perdesaan; 
4. Kemiskinan, pengangguran, dan 
kerentanan ekonomi masyarakat desa; 
5. Berkurangnya lahan usaha untuk 
kemandirian desa; 
6. Kerentanan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup perdesaan; 
7. Belum optimalnya peran kelembagaan 
desa dalam perencanaan dan 
pembangunan desa; 
Problematika Aparat Pemerintahan Desa 
dalam Melaksanakan Tugas Administrasi Desa 
Dalam rangka peningkatan Pelayanan 
Administrasi Desa khususnya dalam pelayanan 
KTP, KK dan akta-akta catatan sipil, mengalami 
beberapa hambatan antara lain: (1)sarana dan 
prasarana (2) kurangnyapengetahuan 
masyarakat (3) pelayanan tidak satu atap (4) 
kurangnya koordinasi antara instansi-instansi 
yang terkait dengan pelayanan administrasi 
desa (5) sumber daya manusia (SDM) dan (6) 
konflik kepentingan pribadi. Isu strategis 
dimaksud tentunya juga berkontribusi terhadap 
permasalahan pelayanan di desa, terutama 
pelayanan publik kepada masyarakat desa, 
apalagi dengan cairnya dana desa yang 
jumlahnya besar. Beberapa permasalahan 
pelayanan publik yang dihadapi oleh 
pemerintahan desa antara lain: 
1. Sebagian besar bahkan hampir seluruh 
pelayanan publik di desa berupa 
pemberian rekomendasi (pengantar) 
yang proses penyelesaiannya berada 
pada tingkat kecamatan dan dinas 
terkait. Tidak ada pelayanan publik yang 
selesai di desa, sifatnya hanya sebagai 
pengantar. Misalnya pengantar 
pembuatan KTP, KK, ijin usaha, surat 
keterangan kelahiran, dan lain-lain. 
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2. Kurangnya kesadaran masyarakat 
terhadap persyaratan administratif 
dalam pengurusan kegiatan tertentu, 
misalnya dalam pembuatan KTP. 
Padahal persyaratan tersebut sudah 
terinformasikan di Ketua RT masing-
masing atau bahkan terpasang di Balai 
Desa. Terkadang juga masyarakat 
enggan untuk mengurus sendiri 
karena birokrasi yang panjang dan 
bertele-tele, sehingga memakan 
waktu yang lama. 
3. Masih banyaknya administrasi desa 
yang bersifat manual, belum di-back 
up dengan teknologi informasi. 
Beberapa tempat masih 
mengandalkan administrasi 
menggunakan buku atau tulisan di 
papan sehingga belum 
terdokumentasikan dengan baik. 
4. Sulitnya mengakomodir seluruh 
keinginan masyarakat. Program 
pemberdayaan masyarakat dengan 
anggaran yang besar, maka 
memunculkan banyaknya tarik ulur 
dalam penentuan program, sehingga 
akan ada keinginan masyarakat yang 
tidak terakomodir. 
5. Keterbatasan sarana dan prasarana 
desa. Keterbatasan ini yang 
memunculkan minimnya sarana 
prasarana pelayanan publik yang 
ditujukan untuk masyarakat desa. 
6. Rendahnya kapasitas SDM kepala 
desa dan perangkat desa. Kompetensi 
kepala desa menjadi ujung tombak 
maju atau mundurnya sebuah desa. 
Permasalahan di sini adalah masih 
jarangnya kepala desa yang 
kompeten. Menjadi pekerjaan rumah 
bersama untuk Membangun Indonesia 
dari Pinggiran bahwa penguatan 
kapasitas dan kelembagaan di tingkat 
desa dalam peningkatan kualitas 
pelayanan publik di desa. Tugas 
pendamping desa dalam pemanfaatan 
dana desa utamanya bagi pelayanan 
desa juga dipentingkan agar pelayanan 
di tingkat desa menjadi lebih optimal. 
(Merdeka. Dipublikasikan 11 Mei 2017. Di 
update 11 Mei 2017). 
Pernyataan-peryataan di atas didukung 
dari beberapa penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Rizka (2018), dimana dari 
penelitiannya dapat diketahui bahwa pelayanan 
di desa memang ada bermacam-macan tetapi 
di lokasi penelitian khususnya masalah 
pengaduan dapat dikatakan belum 
baik.Kemudian dari penelitian yang dilakukan 
Nurul 2018) diketahui bahwa masalah 
penelitian di desa yang seharusnya dapat 
memuaskan masyarakat ternate masih 
ditemukannya petidak ramahan,kurang 
perhatian dan petugas seenaknya sendiri.Hal ini 
menjadikan semakin membuktikan betapa 
pelayanan di desa yang ada di era otonomi 
desa masih harus diperjuangkan untuk dapat 
menjadi sebuah pelayanan yang memuaskan 
masyarakat. 
 
PENUTUP 
a. Kurang harmonisnya antara UU No.6 Tahun 
2014 tentang Desa dengan UU No. 23/2014 
tentang Pemerintahan Daerah, terutama 
menyangkut kewenangan Desa untuk 
menjalankan urusannya., dimana 
pembagian urusan pemerintahan menurut 
UU Pemerintahan Daerah hanya terbatas 
hingga Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak 
menyentuh pada level pemerintah 
Desa.Terlepas dari polemik  tersebut, 
buktinya sejumlah inovasi perbaikan 
pelayanan publik kesehatan di desa 
berkontribusi pada pencapaian derajad 
kesehatan masyarakat. Pelayanan 
administrasi kependudukan desa pun 
sampai sekarang turut berkontribusi pada 
pelayanan administrasi administasi 
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kependudukan nasional. Namun 
kenyataannya kondisi pelayanan publik di 
antar desa beragam, ada yang sudah 
baik, namun tidak sedikit yang masih 
memperihatinkan. Bahkan standar 
pelayanan publik di desa pun tidak ada 
kepastian. UU Desa yang 
mengedepankan asas rekognisi dan 
subsidiaritas, sudah semestinya 
memerankan masyarakat dalam 
berpartisipasi memperbaiki palayanan 
publik desa. 
b. Otonomi desa yang didasari prakarsa 
masyarakat haruslah juga 
memperhatikan kewenangan yang 
dimiliki institusi yang ada di atasnya 
dalam hal ini adalah kabupaten. 
Demikian sebaliknya Pemerintah 
Kabupaten juga tidak boleh melakukan 
intervensi terhadap desa tanpa 
memperhatikan realitas yang ada didesa 
tersebut. Otonomi masyarakat desa 
dipengaruhi kemampuan: Pemerintah 
Desa, Badan Permusyawaratan Desa 
atau yang disebut dengan nama lain, 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM), usaha masyarakat itu sendiri, dan 
kemampuan keuangan desa.   
c. Pelayanan administrasi Kepada 
Masyarakat desa selama ini berkaitan 
dengan : Pengurusan Kartu Keluarga 
(KK), Pengurusan Kartu TandaPenduduk 
(KTP), Pengurusan Surat Keterangan 
Pindah, Registrasi Surat Keterangan 
Kurang Mampu, Pengurusan Pengantar 
Akta Kelahiran, Surat Keterangan 
Kelakuan Baik, Administrasi Pertanahan 
(registrasi surat keterangan riwayat 
pemilikan tanah bagi tanah bekas 
garapan hutan, registrasi surat 
keterangan riwayat pemilikan tanah bagi 
tanah warisan, registrasi surat 
keterangan riwayat pemilikan tanah bagi 
tanah hibah atau pemberian, registrasi 
surat pernyataan ganti rugi bagi tanah yang 
telah memiliki SKRPT atau SKT.  
d. Kelemahan dalam pelayanan kepada 
masyarakat desa yang selama ini dihadapi 
adalah: Kurang responsive, Kurang 
informative, Kurang accessible, Kurang 
koordinasi, Birokratis, Kurang mau 
mendengar keluhan/saran/aspirasi 
masyarakat dan Inefisien.  
 
Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: 
untuk lebih meningkatkan pelayanan publik 
dan mengatasi hambatan-hambatan dalam 
pemberian pelayanan kepada masyarakat di 
Desa, maka rekomendasi yang disampaikan 
Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah adalah 
dalam rangka mengharmoniskan komunikasi 
antar instansi perlunya ditingkatkan koordinasi 
dan menjalin kolaborasi antar aktor yang 
terlibat dalam pelayanan administrasi desa. 
Kemudian untuk Pemerintah Desa dalam 
rangka meningkatkan kualitas SDM  perlunya 
diberikan  pelatihan/workshop yang sifatnya 
baru  atau penyegaran  kepada perangkat desa 
khususnya mengenai pelayanan publik, 
merespon setiap keluhan/aduan  yang 
disampaikan oleh masyarakat terhadap 
pelayanan yang diberikan, dan melakukan 
pendekatan secara persuasif kepada 
masyarakat .  
 
DAFTAR PUSTAKA 
Ibrahim, Jabal Tarik, 2003. Sosiologi Pedesaan. 
Malang: Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
Jones, Pip, 2010. Pengantar Teori-teori 
Fungsionalisme Hingga Post_Modernisme. 
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 
Joko, Widodo. 2001. Good Governance, Telaah 
dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol 
Birokrasi Pada era Desentralisasi dan 
Otonomi Daerah. Surabaya: 
Insancendikia.Lembaga Administrasi 
Negara. 2001. 
  
 
JPALG, Vol 3 (2), (2019): hlm 143-155  
Margaret M, 2003. Sosiologi Kontemporer. 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Jakarta: Erlangga. 
Nurcholis, H. 2005, Teori Dan Praktik 
Pemerintahan dan Otonomi Daerah. 
Jakarta: PT. Grasindo.Peraturan 
Daerah Kabupaten Pamekasan No. 5 
Tahun 2006 Tentang Susunan 
Organisasi Pemerintah Desa. 
(Online),(http://jdih.jatimprov.go.id/ka
bpamekasan/index),diakses 3 Juni 
2014. 
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, 
Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, 
Laporan Penelitian Edisi Kelima. 
Malang: Biro Administrasi Akademik, 
Perencanaan Dan Sistem Informasi 
Bekerjasama Dengan Penerbit 
Universitas Negeri Malang.Widjaya. 
A.W. 1993. Pemerintahan Desa dan 
Administrasi Desa. Jakarta: PT 
Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, 
Dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi 
Aksara. 
Supriatna, Tjahya. 1993. Sistem Administrasi 
Pemerintahan di Daerah.Jakarta: Bumi 
Aksara.Sinambela, Poltak Lijan, dkk. 
2010. 
Sunardjo, Unang. 1984. Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan.Bandung: 
Tarsito.Surjadi. 2009. Pengembangan 
Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT 
Refika Aditama.Undang-Undang RI No. 
6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Online), 
Ritzer, George, Douglas J. Goodman, 2008. 
Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi 
Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir 
Teori Sosial Postmodern: Kreasi 
Wacana, Yogyakarta. 
Rosalina Maya, 2013. Pembangunan 
Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang 
Dan Desa Taras Kecamatan Malinau 
Barat Kabupaten Malinau. Jurnal, Volume 
1, Nomor 1, 2013: 106-120). 
Roza Claudia Sanger, 2009. Kinerja Aparatur 
Pemerintah Jom FISIP Volume 2 No. 1 –
Febuari 2015 Page 10 Kecamatan Dalam 
Meningkatkan Pelayanan Publik (Suatu 
Studi Pelayanan E-Ktp Di Kecamatan 
Langowan Timur).  
Soekanto, Soerjono, 2013. Sosiologi Suatu 
Pengantar: Rajawali Pers, Jakarta. 
Shadily, Hasan, 1993. Sosiologi Untuk 
Masyarakat Indonesia: PT. Rineka Cipta, 
Jakarta. 
Sumardjono, Dardjo, Junuzal Junus, 
1990/1991. Pendayagunaan Aparatur 
Pemerintah Desa & Kelurahan. Jakarta: 
PT. Union Cipta Muda. 
Sunarto, Kamanto, 2004. Pengantar sosiologi. 
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia. 
 
Tjondronegoro, Soediono M.P, 1999. Keping-
keping Sosiologi Dari Pedesaan: 
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 
Departemen Pendidikan &Kebudayaan, 
Bogor. 
Upe, Ambo, 2010. Tradisi Aliran Dalam 
Sosiologi Dari Filosofi Positivistik Ke Post 
Positivistik: Rajawali Pers, Jakarta. 
Widjaja, Haw, 2002. Otonomi Daerah Dan 
Daerah Otonom: Raja Grafindo Persada, 
Jakarta. 
Widjaja, Haw, 2004. Otonomi Desa Merupakan 
Otonom Yang Asli, Bulat Dan Utuh: Raja 
Grafindo Persada, Jakarta. 
Yuanda Handayani, 2013. Disiplin Aparat 
Kelurahan Terhadap Pelayanan kepada 
Masyarakat Di Kelurahan Maharatu 
Kecamatan Marpoyan Damai Kota 
Pekanbaru, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial 
Dan Ilmu Politik, Universitas Riau. 
Rizka, 2018, Kolaborasi Stakeholders dalam   
Pemberdayaan Masyarakat, Skripsi, 
  
 
 
Tri Yuniningsih, Sri Suwitri 
Pelayanan Publik di Era Otonomi Desa Antara Harapan dan Kenyataan (Sebuah Tinjauan Kritis) 
 
Departemen Administrasi Publik, FISIP-
UNDIP, Semarang. 
Nurul Aqidah, 2018, Akuntabilitas 
Pengelolaan Dana Desa di desa 
Tumapel kecamatan Duduk Sampeyan 
kabupaten Gresik, Skripsi, Departemen 
Administrasi Publik, FISIP-UNDIP, 
Semarang. 
 
Peraturan perundangan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
(PDTT) No. 1 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Kewenangan Berdasarkan 
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala desa. 
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan 
Nomer 8 Tahun 2006 Tentang Badan 
Permusyawaratan Desa. (Online), 
(http://jdih.jatimprov.go.id/kabpameka
san/index), diakses 3 Juni 2014. 
UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa  
 
 
